
 
 

   

BAB IV 

 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

 

1. UNCLOS 1982 menetapkan peraturan perundang-undangan negara pantai 

dalam hal konservasi sumber daya perikanan bagi yang melanggar, 

memberikan hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya alam di 

bawah ZEE dan memberikan pemahaman tentang batas-batas wilayah laut 

Indonesia. UNCLOS 1982 mewajibkan negara untuk mengambil tindakan 

terhadap praktik Ilegal,Unreported,and Unregulated Fishing (IUU 

Fishing) guna menjaga keberlanjutan laut. 

2. Penegakan hukum terhadap illegal fishing di Selat Malaka memerlukan 

kerja sama yang erat antara berbagai pihak, baik di tingkat nasional 

maupun internasional. Dengan tindakan hukum yang tegas dan koordinasi 

yang baik, diharapkan aktivitas penangkapan ikan ilegal dapat ditekan, 

sehingga ekosistem laut tetap terjaga dan hak negara-negara pesisir dalam 

memanfaatkan sumber daya perikanan dapat dilindungi. 

 

B.  Saran 

 

 

1. Agar pemerintah meningkatkan dan memperkuat pengawasan dan 

pemantauan maritim dengan mengintensifkan patrol laut dan 



memanfaatkan Vessel Monitoring System (VMS). Meningkatkan kerja 

sama dengan Malaysia untuk menyepakati batas maritim dan memperkuat 

koordinasi dalam penindakan illegal fishing. Penegakan hukum juga harus 

lebih tegas dengan meningkatkan sanksi berat seperti denda 

besar,kurungan, pencabutan izin usaha dan penyitaan kapal. Selain itu, 

mengedukasi masyarakat untuk pemberdayaan nelayan lokal melalui 

pelatihan dan bantuan alat tangkap ramah lingkungan perlu dilakukan agar 

mereka tidak tergoda melakukan illegal fishing serta mengembangkan 

industry perikanan yang berkelanjutan. 

2. Penguatan Regulasi dan Kerja Sama Internasional  

Regulasi terkait penindakan illegal fishing perlu diperbarui dan ditegakkan 

secara lebih ketat, termasuk penerapan sanksi yang lebih berat bagi pelaku. 

Selain itu, kerja sama dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, 

Thailand, dan Singapura harus ditingkatkan, baik dalam bentuk perjanjian 

bilateral maupun mekanisme patroli bersama, guna mencegah eksploitasi 

sumber daya laut Indonesia secara ilegal.   
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